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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1      Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh 

pendidikan dan pelatihan akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja 

bendahara pengeluaran. (studi pada Pemerintah Daerah Kota Kupang) 

disimpulkan bahwa: 

1. Pendidikan akuntansi keuangan daerah secara signifikan berpengaruh 

terhadap kinerja bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat dari tingkat koefisien variabel 

pendidikan sebesar 0.103 dengan signifikan 0,025. Berpengaruhnya 

variabel pendidikan akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja  

bendahara pengeluaran dapat disimpulkan dengan berdasarkan presentasi 

jawaban responden untuk indikator pendidikan sebesar 83,3% dengan 

kategori baik. 

2. Pelatihan akuntansi keuangan daerah secara signifikan berpengaruh 

terhadap kinerja bendahara pengeluaran. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

koefisien sebesar 0,863 dengan tingkat signifikansi 0,00 serta persentasi 

total jawaban responden terhadap indikator pelatihan sebesar 63,82%, 

angka ini dapat menunjukkan hubungan dan pengaruh yang besar dari 

pelatihan akuntansi terhadap kinerja bendahara pengeluaran pada 
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Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kupang dengan sampel 40 

orang. 

3. Pendidikan dan pelatihan akuntansi keuangan daerah secara signifikan 

berpengaruh dilihat dari hasil uji F menunjukkan secara bersama-sama 

variabel pendidikan akuntansi keuangan daerah (XI) dan varibel pelatihan 

akuntansi keuangan daerah (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel kinerja bendahara pengeluaran,  dan dapat dilihat dari hasil 

jawaban responden terutama pada item pernyataan tentang pendidikan 

akuntansi  yaitu 83,3% dengan kategori baik dan pelatihan akuntansi  

sebesar 63,82% dengan kategori baik. Dengan melihat presentasi jawaban 

responden dapat disimpulkan bahwa pendidikan akuntansi keuangan 

daerah dan pelatihan akuntansi keuangan daerah sangat berpengaruh 

terhadap kinerja bendahara pengeluaran. 

 

6.2      Saran 

Saran yang disampaikan sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang hendaknya menempatkan jabatan 

bendahara pengeluaran kepada mereka yang berpendidikan S1 akuntansi 

sehinggah relevan dengan tugas dan fungsi bendahara pengeluaran. 

Sehingga dalam proses penatausahaan keuangan dilaksanakan dengan 
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lancar, tertib, sistematis dan dapat dipertanggungjawabakan sesuai dengan 

peraturan- peraturan yang berlaku. 

2. Perlunya pelatihan yang berkelanjutan bagi bendahara pengeluaran 

sehinggah meningkatkan pengetahuan serta pengalaman kerja, bagi para 

bendahara pengeluaran sebab banyak peraturan akuntansi yang berubah 

dan pengunaan teknologi dalam penyusunan laporan keuangan dengan 

sistem lebih canggih. 

3. Bagi bendahara pengeluaran yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, 

oleh atasan dilakukan evaluasi atau monitoring terhadap bendahara 

pengeluaran tersebut terkait hasil dari pendidikan dan latihan yang telah 

mereka ikuti agar kemampuan pegawai dapat terukur serta memberikan 

promosi kerja kepada pegawai tersebut sehingga kinerja mereka akan lebih 

baik.  

4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian denga penelitian yang sama, 

jika akan menggunakan skripsi sebagai referensi, sebaiknya perlu dikaji 

kembali, karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-

pernyataan yang belum atau kurang sesuai, saya sebagai penulis merasa 

masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 
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